BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

. bahwa sehubungan adanya kekosongan formasi pegawai

Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil
Tidak Tetap akibat pengunduran diri sebelum masa kontrak
berakhir dan pelaksanaan pengadaan pegawai Badan
Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap
di Rumah Sakit memerlukan biaya yang besar dan
bergantung pada kemampuan keuangan Rumah Sakit, perlu
dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati Banjar Nomor
49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan
Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 46 Tahun 2013
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

17.Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan pada BLUD Rumah Sakit Ratu
Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor
15);

18.Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Tatacara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri
Sipil Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu
Zalecha Martapura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2015 Nomor 49);

19.Keputusan Bupati Banjar Nomor 570 Tahun 2011 tentang
Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha
Martapura;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan
Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2015 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada formasi

kebutuhan ketenagaan di Rumah Sakit, yang ditetapkan dalam Formasi
Pegawai BLUD Tidak Tetap.
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(2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD
Tidak Tetap Kepada Bupati Banjar Sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam
satu (1) tahun.

(3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

2. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan menambah
ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Data Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, disusun berdasarkan peringkat nilai dan
menjadi data ketersediaan calon Pegawai BLUD Tidak Tetap Rumah Sakit
yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diumumkan.

(2) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan berdasarkan peringkat masuk dalam
formasi pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3), wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan
kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan yaitu surat keterangan catatan
kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota
dan surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, precursor dan zat adiktif lainya dari dokter pemerintah.

(3) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
selanjutnya mengikatkan diri dengan Rumah Sakit dalam perjanjian kontrak
kerja.

(4) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
diangkat menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa
percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat
terkait.

(5) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan sebagai pegawai BLUD
PNS Tidak Tetap.

(6) Jangka Waktu kontrak Pegawai BLUD tidak tetap berlaku sejak
penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember
tahun berkenan.

(7) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Direktur.

3. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

(1) Pegawai BLUD Tidak Tetap Dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa
kontrak apabila;

a. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur;
b. formasi jabatan masih tersedia; dan
c. menunjukan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.

(2) Pengangkatan kembali pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/



5
(3) Dalam hal terjadi pengunduran diri pegawai BLUD Tidak Tetap sebelum masa
kontrak berakhir atau pemberhentian pegawai BLUD Tidak Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Rumah Sakit dapat
mengangkat pegawai BLUD Tidak Tetap berdasarkan data ketersediaan calon
Pegawai BLUD Tidak Tetap berdasarkan peringkat kelulusan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.
Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Oktober 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 34
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